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PENGEMBANGAN PERANANNYA DALAM PEMBINAAN 

KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN 

PAT. B A D R U N 

Pendahuluan 

Di kalangan masyarakat umat Islam 
pcnduduk asli Sulawesi Sclatan tcrdapat 
sebuah institusi kcagamaan yang fungsi dan 
peranannya mcmasyarakat, yakni syara'. 
Umat Islam di daerah ini sccara umum lcbih 
mcngcnal pcjabat syara' scpcrti kali(kadhi), 
imang (imam), katte (khatib) bilal/bidal, 
dan doja dengan tugas dan kewcnangan 
masing-masing daripada mengenal syara' 
sebagai institusi. 

Mcnurut scjarahnya, syara' dibcntuk 
sebagai salah satu perangkat struktur pc-
merintahan (kcrajaan) di Sulawesi Selatan 
sctelah islam diterimamenjadi agama resmi. 
Melalui syara', hukum Islam secara ber-
angsurdiintegrasikan ke dalam hukum adat 
yang discbut pangngadereng*) dan pada 
gilirannya memberikan warna dan corak 
yang "Islam" terhadap Pengngadereng se­
cara keseluruhan; hingga pada akhirnya 
umat Islam di daerah ini, dengan me-
laksanakan pangngadereng, mereka 
merasakan kesatuan identitas dengan Is­
lam. 

Dewasa ini, sekalipun kedudukan dan 
fungsi syara' secara kelembagaan telah 
mengalami perubahan dan/atau pergeseran, 
namun secara fungsional syara' tetap hidup 
dan berakar dalam kehidupan sosial ke-
agamaan umat Islam secara umum di seluruh 
daerah Sulawesi Selatan. Dengan fungsinya 
yang demikian itu maka syara' telah turut 

memberikan andil dan sumbangan nyata 
yang cukup berarti dalam upaya pembinaan 
kehidupan bcragam a masyarakat, khususnya 
di daerah Sulawesi Sclatan. 

Di balik fungsi syara' yang mema-
syarakatkan itu, kalangan aparat syara' 
scndi ri pada umumny a merasakan keprihati-
nan karena mereka mcrasa kuang tersentuh 
dengan kebijaksanaan operasional pem-
bangunan sclama ini. 

Menanggapi penomena yang dihadai 
para aparat syara' scperti dikemukakan di 
atas, dan terdorong olch keinginan untuk 
membantu masyarakat mencarikan upaya 
pemecahan masalah mereka maka Balai 
Pcnelitian Lektur Keagamaan Ujung 
Pandang, sesuai dengan tuntutan missi dan 
fungsinya, merasa terpanggil untuk 
melakukan pcnelitian dengan judul: "Eksis-
tensi Instutusi Syara' dan Prospek Pengem-
bangan Peranannya dalam Pembinaan 
Kehidupan Beragam a Masyarakat Sulawesi 
Selatan." 

Apa yang scmula ditctapkan sebagai 
tujuan pcnelitian, yakni untuk memperoleh 
informasi yang akurat mengenai prospek 
pengembangan syara' dalam rangka pem­
binaan kehidupan beragama masyarakat, 
relatif dapat tercapai setelah penelitian 
di-laksanakan menurut rencana dan 
program yang telah disusun sebelumnya. 

Data dan informasi lapangan mengenai 
aspek pokok syara' ditclusuri di daerah-

No. 7 & 8 Th. DI Mi / Desember 1992 



58 EKSISTENSI INSTITUSI SYARA' DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PERANANNYA DALAM 
PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN 

dacrah kabupaten Luwu, Bone, Soppeng, 
Gowa, dan Polewali Mamasa yang semula 
ditetapkan secara purposive scbagai lokasi 
contoh penclitian. 

Informasi lisan diperoleh dari responden 
dan informan dengan teknik wawancara 
mendalam, sedangkan informasi tcrtulis 
diperoleh dengan teknik studi pustaka dan 
penclusuran data dokumcntasi. Informasi 
lain di lapangan diperoleh dengan teknik 
observasi langsung. 

Data dan informasi utama/primer, sesuai 
sifatnya yang kualitatif, diolah dan di-
analisis secara deskriptif kualitatif kemu-
dian diberi intcrpretasi yang relevan. 

Penclitian dilaksanakan dalam tahun 
19900/1991 olch tim peneliti Balai Pencli­
tian Lektur Keagamaan Ujung Pandang yang 
bcranggota 5 orang, masing-masing : (1) 
Drs. Pat. Badrun, MS (Ketua), (2) 
Drs.M.As'ad Anas (anggota), (3) Drs. 
Ahmad Rahman (anggota), (4) Drs. 
H.M.Alwi Nawawi (anggota), dan (5) 
Dra.Ramlah Hakim (anggota). 

Proses terbentuknya institusi Syara' 

Institusi syara' di Sulawesi Selatan hadir 
bersamaan dengan proses awal islamisasi di 
dacrah ini yang di mulai sejak abad ke 17 
Masehi (M). 

Agama Islam mulai dianut sebagai 
agama resmi oleh kerajaan-kcrajaan di 
dacrah Sulawesi Selatan (kerajaan-kcrajaan 
Bugis, Makassar, dan Mandar) pada awal 
abad ke 17 M walaupun scbclum itu, telah 
ada penganut Islam di daerah ini. 

Kerajaan Bugis yang pertamamencrima 
Islam scbagai agama resmi ialah kerajaan 
Luwu pada tahun 1603 M bcrtcpatan 

dengan masa bertahtanya raja Luwu ke 16 
bcrnama Patiarasc. Dua tahun kemudian, 
yakni pada tahun 1605 Islam diterima se­
cara resmi oleh kerajaan Gowa (daerah 
Makassar) bcrtcpatan dengan masa peme-
rintahan raja I Mangnga'rangi Daeng 
Manra'bia. Semcntara itu, di daerah Man­
dar, Islam diterima pcrtama sebagai agama 
resmi olch kerajaan Balanipa, sckitar tahun 
1615, bcrtcpatan dengan masa bertahtanya 
raja Balanipa ke 4 bcrnama Daetta Tu-
muanne. 

Penganjur pcrtama agama Islam di daerah 
Sulawesi Selatan (khusus Bugis dan 
Makassar) yang lebih tcrkcnal ialah tiga 
orang ulama berasal dari Sumatra, masing-
masing bcrnama Khatib Tunggal Abdul 
Makmur, Khatib Sulaiman, dan Khatib 
Bungsu. Semcntara itu di dacrah Mandar, 
tcrkcnal nama Syckh Abdurrahim Kama-
luddin yang berhasil mengislamkan raja 
Balanipa kc 4, Daetta Tumuannc; Syekh 
Abdul Mannan yang memasukkan Islam di 
kerajaan Banggae, Sayid Zakariyah dan 
R.M. Suryo Dilogo yang membawa se-
kaligus mengembangkan Islam di kerajaan 
Pamboang. 

Dengan demiki an dapat dikatakan bahwa 
pada tahun 1620 M Islam telah dijadikan 
agama resmi kerajaan kerajaan Bugis, 
Makassar, dan Mandar. Sampai dengan 1 
630 M masyarakat Sulawesi Selatan pada 
umumnya, kccuali masyarakat Tana Toraja 
dan Mamasa, telah mcmeluk agama Islam. 

Proses pengislaman kerajaan-kerajaan 
di Sulawesi Selatan, tidak selalu sama sifat 
pencrimaannya. Sctidaknya ada tiga macam 
pola yang dapat diidentifikasi yaitu : (1) 
pencrimaan secara damai yang didahului 
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dengan dialog antara penganjur agama ini 
dengan raja dan para pembantuny a termasuk 
tokoh-tokoh adat, (2) penerimaan secara 
damai yang didahului dengan ajakan (tertu-
lis dan lisan) dari raja yang telah lcbih dulu 
memeluk Islam, dan (3) penerimaan secara 
kekuatan atau melalui peperangan. 

Proses dan sifat penerimaan Islam oleh 
kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan, se­
cara singkat dapat dirangkumkan dalam 
daftar di bawah ini. 

Tahun mene- Nama kerajaan/ Nama Ulama/ Sifat pene-
rima Islam raja Muballigh rimaan awal 

1603 M Luwu/Pat ia rase Datuk Patimang damai 
(raja ke 16) dkk. (dialog) 

1 6 0 5 M Gowa/I Datuk ri damai 
Mangnga'rangi Bandang (dialog) 

1608 Ml Sidenreng/- Datuk Patimang kekuatan 

1609 M La Patiroi dan tekanan (perang) 
(raja ke 4) Gowa 

1 6 0 9 M Soppeng/Beowe Tekanan Gowa kekuatan 
(raja ke 14) (perang) 

1610 M Wajo/- Datuk Patimang kekuatan 
La Sangkuru' dan tekanan (perang) 
(raja ke 11) Gowa 

1611 M Bone/La Tenriru- Datuk ri Tiro kekuatan 
wa (raja ke 11) dan tekanan (perang) 

Gowa 

1615 M Balanipa/Daetta Abdurrahim damai 
Tumuanne Kamaluddin dan (dialog) dan 
(raja ke 4) ajakan Gowa ajakan 

dan Sawitto Gowa & 

Sawitto 

Pcmbentukan institusi syara' merupakan 
konsekwensi logis dari diterimanya Islam 
sebagai agama resmi kerajaan kerajaan di 
Sulawesi Selatan. Sesuai dengan namanya 
yakni syara' yang artinya sama dengan 
syariat (Islam), dengan demikian institusi 
syara' bertanggungjawab dalam urusan-
urusan yang menyangkut ajaran (syariat) 
Islam. Ini berarti bahwa syara' mengurusi 
hal-hal yang menyangkut sendi-sendi 
kehidupan masyarakat yang pcnting yakni 

kehidupan beragama. Karena itu institusi 
syara' dibentuk bukan sebagai satu institusi 
yang berdiri sendiri melainkan kehadiran-
nya melengkapi unsur-unsur pangngade-
reng yang merupakan wujud kebudayaan 
masyarakat Sulawesi Selatan pada umum-
nya. 

Sebelum Islam masuk di Sulawesi Sela­
tan, pangngadereng dengan 4 (empat) 
unsurnya yang mengandung kaidah-kaidah 
atau norma-norma hidup bermasyarakat, 
telah menjadi pedoman masyarakat dalam 
bertingkah laku dan dalam mengatur 
kehidupan bersama. Setelah Islam diterima, 
dan syara' dibentuk kemudian diintegra-
sikanke dalam sistem pangngaderengmaka 
unsur atau aspek pengngadereng menjadi 
lima yakni: (l)ade ' , (2) bicara,(3) rapang, 
(4) wari', dan (5) syara'. 

Dengan diterimanya syara' sebagai salah 
satu aspek pangngadereng maka pranata-
pranata kehidupan sosial budaya masya­
rakat Sulawesi Selatan (terdiri dari etnis 
Bugis, Makassar, Mandar, dan etnis kecil 
lainnya) yang tumbuh dari aspek-aspek 
pangngadereng, mempcroleh pengisian 
dengan corak yang jelas islami, di mana 
syara' menjadi padu dengan aspek pangnga­
dereng lainnya. Ketaatan masyarakat 
kepada syara' sama dengan ketaatan mereka 
kepada aspek-aspek pangngadereng lain­
nya. Syara' mempcroleh kedudukan yang 
sama dengan kedudukan ade', bicara, ra­
pang, dan wari'. 

Aspek-aspek Kelembagaan Syara' 

Struktur organisasi syara' mengikuti 
susunan organisasi pemerintahan kerajaan. 
Pada tingkat pusat terdapat kali (kadhi) 
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selaku pejabat syara' tertinggi dalam kera-
jaan. Jabatan yang lebih rcndah dari kali 
ialah imang (imam) dan pembantu-pem-
bantunya yakni katte (khatib), bilala/bidal 
(bilal), dan doja. 

Di daerah Luwu, pada mulanya pejabat 
syara' hanya terdapat di tingkat pusat kera-
jaan yang terdiri dari seorang kadhi, empat 
orang imam, empat orang khatib, dan empat 
orang bilal serta dua orang doja (jumlahnya 
15 orang). Jumlah dini disesuaikan dengan 
kebutuhan pelayanan urusan keagamaan 
masyarakat dalam lingkungan kcrajaan 
Luwu yang (waktu itu) terbagai atas tiga 
kcrajaan yang lebih kecil: Buah, Bacbunta, 
danPonrang. Kadhi, seorang imam, seorang 
khatib, seorang bilal, dan dua orang doja, 
bertugas di ibukota kerajaan (pusat), 
sedangkan lainnya ditugaskan pada tiga 
kerajaan kecil; pada sctiap ibukota kcrajaan 
kecil ditempatkan seorang imam, seorang 
khatib, dan seorang bilal. 

Di daerah Wajo, pejabat syara pcrtama 
dibentuk terdiri dari seorang kadhi, pada 
setiap limpo (kerajaan kecil) ditempatkan 
dua orang khatib, dua orang bilal, seorang 
penghulu (sama dengan jabatan imam), 
dan seorang amil (pembantu imam dalam 
tugas pengurusan zakat dan tugas pelayanan 
fardhu kifayah). 

Di daerah Bone, pejabat syara' pcrtama 
dibentuk terdiri dari seorang kadhi 
(bcrkedudukan di ibukota kerajaan), dan 
seorang pembantunya yakni amil; pada 
sctiap ibukota kerajaan kecil (Palili) ditem­
patkan seorang imam dan dibantu olch 
seorang guru kampung (pembantu imam 
di tingkat kampung/desa). Guru kampung 
mcmpunyai pembantu terdiri dari khatib 

dua orang, bilal dua orang, doja satu atau 
dua orang. Di ibukota kerajaan (Watam-
pone), terdapat seorang imam, 20 khatib, 
20 bilal dan 4 doja. 

Di daerah Soppeng, pejabat syara' 
tertinggi ialah kali (kadhi) dibantu bebe-
rapa amil berkedudukan di ibukota kera­
jaan. Pada tingkat kerajaan kecil, diangkat 
seorang imang limpo (imam limpo/kera-
jaan kecil) yang dalam melaksanakan tu-
gasnya dibantu oleh imam pada setiap 
kampung/desa) bcrsama pembantu-pem-
bantu imam yang terdiri dari khatib, bilal, 
dan doja. 

Scmentara itu, susunan pejabat syara' di 
daerah Gowa terdiri dari seorang kadhi (juga 
di tingkat ibukota kcrajaan), dibantu olch 
36 orang imam (seorang imam untuk sctiap 
kerajaan kecil; setiap imam dibantu oleh 
seorang guru, seorang khatib, dan seorang 
bilal. 

Di daerah Mandar, khusus di kerajaan 
Balanipa dan Banggai, jabatan syara' yang 
tertinggi juga discbut kali (kadhi) atau 
scring pula discbut maraddia mara'. Jabala-
jabatan syara' lainnya sepcrti imam, khatib, 
bilal (di Mandar discbut bidal), dan doja, 
fungsi dan tugas masing-masing tidak ber-
beda dengan jabatan yang sama di daerah-
dacrah Bugis. 

Dapat disimpulkan bahwa sekalipun 
terdapat scdikit perbedaan istilah serta 
jumlah pejabat syara' antara satu daerah 
(kcrajaan) dengan daerah lain di Sulawesi 
Sclatan, namun jabatan-jabatan kali 
(kadhi), imang (imam) katte (khatib), bi­
lala/bidal (bilal), dan doja, selalu dijumpai 
pada sctiap daerah atau kclompok etnis 
(Bugis, Makassar, Mandar, dan ctnis-ctnis 
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kecil lainnya). Strukturnya pun menganut 
pola yang sama yakni mengikuti struktur 
pemerintahan yang berlaku pada setiap 
daerah atau kelompok etnis. Hingga dewasa 
ini, kecuali jabatan kali (kadhi), jabatan-
jabatan syara' lainnya tetap ada di tiap-tiap 
daerah kabupaten/kotamadya se Sulawesi 
Selatan, dengan istilah dan fungsi yang ti-
dak berubah dalam tiap-tiap kelompok etnis. 

Fungsi dan tugas syara' semula meliputi 
bimbingan dan pelayanan kepentingan 
keagamaan masyarakat (umat Islam) dalam 
hal ibadah (salat terutama salat berjamaah, 
puasa dan zakat baik zakat fitrah maupun 
zakat harta), pcngurusan kemakmuran 
mesjid, urusan pernikahan, pengurusan 
jenazah; kegiatan-kegiatan sosial-keaga-
maan yang berkaitan dengan peristiwa 
lingkaran hidup yang ditradisikan masya­
rakat, pcngajaran membaca Al-Qur'an, dan 
tidak kurang (aparat syara' yang menye-
lenggarakan pendidikan agama dengan sis-
tem pondokan. 

Fungsi dan tugas syara' tersebut tetap 
dipertahankan adanya bahkan scmakin 
mengalami penambahan sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan keagamaan masyarakat 
yang semakin meningkat, sepanjang per-
jalanan sejarah keberadaan syara' itu sendiri, 
melintasi berbagai sistem pemerintahan yang 
mengaturnya (pemeritahan kerajaan, peme­
rintahan penjajahan Belanda, pemerintahan 
pendudukan Jepang, dan awal pemerintahan 
Republik Indonesia). 

Dengan terbentuknya Kemcnterian/ 
Departemen Agama setahun setelah Prokla-
masi Kemerdekaan, semua urusan keaga­
maan yang d ipandang menjadi 
tanggungjawab pemerintah berdasarkan 

pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, di-
srahkan pengelolaannya kepada departemen 
ini. Bahkan sebagian dari aparat syara' 
yang dipandang memenuhi persyaratan 
diangkat menjadi pegawai Departemen 
Agama. 

Namun demikian, pelbagai keterbatas-
an yang ada pada Departemen Agama se-
laku organisasi resmi pemerintahan, me-
nyebabkan instansi ini belum dapat dipan­
dang sebagai pengganti alternatif bagi insti­
tusi syara'. Keterbatasan itu meliputi, keter-
batasan jangkauan wilayah dan struktur 
organisasinya yang hanya sampai pada 
tingkat kecamatan (KUA (Kantor Urusan 
Agama Kecamatan), keterbatasan fungsi 
KUA yang lebih bcrsifat pembinaan dan 
pelayanan administrasi keagamaan, serta 
keterbatasan tenaga personil. 

Keterbatasan lain yang ada pada Depar­
temen Agama selaku instansi pemerintah 
ialah keterbatasan waktu/jam kerja yang 
hanya maksimum 7 (tujuh) jam perhari, 
sedangkan tugas-tugas syara' tidak dapat 
dijadwalkan dan diprogramkan karena 
sebagian besar bersifat insidentil. Karena 
itu, sejak semula telah dikonvensikanbahwa 
aparat (pejabat) syara' harus selalu "siap 
kerja" sepanjang waktu, dan untuk ke-
pcrluan itu secara otomatis mereka mem-
peroleh dispensasi dalam beberapahal (tugas 
dan kewajiban sebagai anggota masyarakat) 
di samping memperoleh sumber-sumber 
jaminan kehidupan ekonomi rumah tangga 
baik dari pemerintah maupun dari masya­
rakat. 

Mungkin menyadari keterbatasan De­
partemen Agama seperti dikemukakan di 
atas, maka hanya setahun setelah instansi 
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ini dibentuk (Departemen Agama didiri-
kan pada tanggal 03 Januari 1946), pimpi-
nan instansi ini dengan bekerjasama 
dengan pimpinan instansi Departemen 
Dalam Negcri, mengeluarkan scbuah 
Maklumat Bersama Kementerian Dalam 
Negeri dan Kementerian Agama tanggal 
30 April 1947 Nomor 3/1947 (berlaku un-
tuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura, 
jadi berlaku juga untuk daerah Sulawesi Se-
latan). 

Dalam Maklumat Bersama tersebut, 
dijelaskansccararinci kewajiban-kewajiban 
"kaum" (istilah yang digunakan untuk 
mcrangkum semua pcngertian dari istilah-
istilah yang digunakan kelompok masya-
rakat yang berbeda-beda di scluruh nusan-
tara mengenai nama jabatan pcmuka/-
pemimpin Islam lokal, termasuk istilah 
pejabat-pejabat syara' di daerah Sulawesi 
Selatan). Rincian tugas itu mcncakup semua 
bidang tugas syara', bahkan ditambahkan 
lagi dengan beberapa tugas "pesanan" se-
pcrti : membantu pegawai pencatat nikah, 
menyelenggarakan dan mengawasi pe-
laksanaan pendidikan agama dan membim-
bing umat beragama supaya bersikap 
tasamuh dan harga menghargai. 

Selain tugas dan kewajiban, Maklumat 
Bersama itu juga menekankan perlunya 
"menghargai" hak-hak para pejabat syara', 
baik hak yang menyangkut posisi mercka 
selaku anggotapamong dcsa("pcnghargaan 
sosial") maupun penghargaan yang bersifat 
"jaminan sosial ekonomi". Kcdua macam 
"penghargaan" tersebut memang tclah diper-
oleh pejabat syara' sebelumnya sebagai 
konvensi turun temurun. 

Hal penting lainnya yang diatur dalam 

Maklumat. Bersama itu ialah berkaitan 
dengan sistem sukscs atau penggantian 
(termasuk pengisian lowongan) jabatan 
syara' tcrutama yang menjabat imam. 
Konvensi yang dianut secara turun temurun 
ialah bahwa aparat syara' yang menjabat 
kadhi, imam, dan khatib, selalu diambil dari 
kalangan keluarga raja atau bangsawan 
sctcmpat, disamping persyaratan penge-
tahuan agama yang dimiliki. Tetapi dalam 
Maklumat Bersama, persyaratan utama ialah 
pengetahuan agama kemudian dilakukan 
pcmilihan langsung oleh masyarakat. 

Dengan kebijaksanaan baru itu maka 
peluang bagi institusi syara' untuk tetap 
cksisten semakin tcrbuka, berbarengan 
dengan telah tersedianya tenaga yang 
mcmiliki pengetahuan yang diperlukan, 
tamatan dari berbagai perguruan Islam dan/ 
atau lembaga pesantren yang telah ada di 
daerah Sulawesi Selatan scjak dasawarsa 
kedua abad ke 21 ini. 

Masalah dan kendala yang dihadapi 

Kcnyataan bahwa syara' tetap ada dan 
para aparatnya tetap difungsikan secara 
meluas di seluruh wilayah Sulawesi Sela­
tan, secara asumtif dianggap bahwa syara' 
dalam pcrjalanan sejarahnya dipandang 
mampu mengatasi masalah-masalah 
fungsional yang dihadapinya. 

Namun demikian inform asi hasil pencil 
tian mcngungkapkan bahwa dalam per-
kembangannya dewasa ini, beberapa 
masalah fungsional tidak dapat ditanggu-
langi dengan mulus oleh syara', terutama 
setelah terbentuknya Departemen Agama. 
Bahkan dalam tahapan perkembangan 
dewasa ini di mana terjadi pcrubahan sosial 
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yang drastis dalam seluruh segi kehidupan 
masyarakat, termasuk pergeseran nilai, ter-
lihat adanya kecenderungan syara' menga-
lami kesulitan mengakomodasi perubahan 
sosial itu. 

Setidaknya ada tidak masalah yang di-
alami syara' dewasa ini yang dapat diidenti-
fikasi sebagai kendala fungsional. Pertama 
masalah status, kedua masalah jaminan 
sosial ekonomi, dan ketiga masalah krisis 
personil sekaligus krisis kualitas. 

Syara' lahir sebagai perangkat dari 
struktur pemerintahan kerajaan Islam di 
Sulawesi Selatan, jadi lahir sebagai lem-
baga formal. Status demikian dimilikinya 
selama hampir tiga abad usianya, yakni 
sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan 
sampai kemerdekaan. Dengan terbenluknya 
Departemen Agama, sebagian tugas-tugas 
syara' diambil-alih instansi ini, bahkan 
sebagian aparatnya diangkat menjadi pe-
gawai negeri dalam lingkungan instansi ini. 
Pejabat tertinggi syara' yakni kali secara 
berangsur "menguap" fungsi dan tugasnya, 
walaupun tugas-tugas pelayanan ibadah dan 
pelayanan kegiatan sosial-keagamaan yang 
ditradisikan masyarakat masih tetap di-
percayakan masyarakat kepadanya. Struktur 
syara' secara hiarkhi "terpotong"; pejabat 
tertinggi yakni kali (yang memenuhi per-
syaratan) diangkat menjadi Kepala Bagian 
Kepenghuluan dan/atau Hakim pada instansi 
Departemen Agama; pejabat syara' di tingkat 
distr ik/kecamatan sebagian diangkat 
menjadi Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, semcntara banyak pula pejabat 
syara' di tingkat desa/kampung d'angkat 
menjadi guru agama atau pegawai lainnya. 
Tcrjadilah kevakuman pejabat syara' di 

tingkat desa/operasional sedangkan sebagian 
besar tugas-tugas syara' di tingkat opera-
sional tidak dapat dilaksanakan Departeman 
Agama karena memang bukan tugasnya. 
Untuk mengatasi sebagian dari kevakuman 
itu maka sebagian aparat syara' yang di­
angkat menjadi pegawai Departemen 
Agama tetap memangku jabatan syara' 
sebagai jabatan rangkap. Sejak itulah tim-
bulnya kerancuan status syara'. Kalangan 
pejabat/pamong desa menganggap aparat 
syara' telah berada dalam lingkungan 
Departemen Agama, sementara kalangan 
Departemen Agama tetap menganggap 
aparat syara' selaku anggota pamong desa. 

Kerancuan status syara' membawa akibat 
timbulnya masalah mengenai sumber jami­
nan hidup aparatnya dan inilah yang dipan-
dang sebagai kendala fungsional kedua. 

Jaminan hidup yang diperoleh aparat 
syara' dari sumber-sumbertradisional selama 
ini, secara berangsur menghilang satu per-
satu; seperti jaminan berupa tana ak-
kinanreng (semacam "tanah bengkok") 
diambil oleh pejabat desa; jaminan yang 
diperolehnya dari jasa selaku pengganti wali 
nikah yakni lise' kawing dihilangkan karena 
adnya pembatasan pungutan tambahan biaya 
nikah bcrdasarkan ketentuan Menteri 
Agama. Imbalan selaku amil zakat di desa, 
secara berangsur menyusut bersamaan 
dengan beralihnya sistem pengelolaan zakat 
yang dulunya ditangani syara' kemudian 
beralih ke sistem kepanitiaan. 

Untuk menyambung kelangsungan hidup 
bersama dengan anggota keluarga maka 
tidak ada pilihan lain kccuali mencari pe-
kcrjaan lain yang dapat memberikan sum­
ber pendapatan pengganti sesuai kemam-
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puan kerja masing-masing di samping tetap 
menjalankan kewajiban syara'. Pilihan-
pilihan pckerjaan yang mereka dapat 
temukan antara lain petani penggarap tra-
disional, nelayan, pedagang eceran atau 
membuka kios jualan bahan kebutuhan 
sehari-hari. 

Dengan melakukan pekerjaan pilihan 
pengganti itu sangat mempengaruhi kclan-
caran pelaksanaan tugas mereka selaku 
pojabat syara' karena semakin bcrkurangnya 
waktu dan kcsempatan mclayani kepcn-
tingan masyarakat mcnyangkut tugas syara' 
yang memang sering muncul secara men-
dadak. Hal ini mengakibatkan timbulnya 
kcluhan dari scmentara anggota masyarakat 
yang merasa tidak mendapatkan pclayanan 
semestinya. Situasi demikian mempcr-
hadapkan para aparat syara kcpada dilemma: 
ingin berhenti saja sebagai pejabat syara, 
tetapi keinginan itu kemudian didominasi 
olch rasa tanggungjawab selaku figur yang 
kchadirannya senantiasa dibutuhkan 
masyarakat dan sulitnya lagi masyarakat 
menemukan figurpengganti karena semakin 
langkanya orang yang bcrminat menjadi 
aparat syara'. 

Untuk mcmenuhi kebutuhan masyarakat 
terhadap aparat syara' di sebagian daerah 
Sulawesi Sclatan dewasa ini terpaksa 
mcnempuh pilihan "tidak ada rotan akar 
pun jadi". Tentu saja pilihan demikian 
menimbulkan masalah kualitas aparat, dan 
kondisi inilah yang dalam tulisan ini di-
pandang sebagai kcndala kctiga yang 
dihadapi syara' dewasa ini yakni timbulnya 
krisis personil sekaligus krisis kualitas. 

Prospek pengembangan syara' 

Dcmikianlah institusi syara' dalam per-

jalanansejarahnyayangcukup lama, melin-

tasi bcrbagai pergantian zaman dengan ciri 
dan kecenderungannya masing-masing, 
ternyata tetap mampu bertahan dan me-
mainkan peranannya yang cukup berarti 
sesuai dengan fungsinya, walaupun tidak 
kurang kendala yang dihadapi. 

Kcnyataan itu menunjukkan bahwa insi-
titusi syara' yang oleh scmentara kalangan 
sering diassosiasikan dengan kekolotan dan 
tradisional, ternyata mampu jugamelakukan 
perubahan-perubahan sosial dalam dirinya 
schingga dia mampu memainkan pcranan 
adaptif dalam setiap fase pcrjalanan 
hidupnya. Kasus ini, dan berbagai kasus 
lain semacamnya yang dijumpai dalam 
kehidupan masyarakat, sesungguhnya me-
rupakan tcsis yang mencgaskan bahwa suatu 
masyarakat tradisional yang berumur ribuan 
tahun masih dapat bertahan di panggung 
sejarah, karena kemampuan melakukan 
pcrubahan sosial dalam dirinya. 

Bertolak dari kcnyataan itu maka dapat 
diasumsikan bahwa dalam mcnghadapi 
pcrkembangan kehidupan masyarakat (ter-
utama kehidupan bcragama) di daerah Su­
lawesi Sclatan pada masa-masa mendatang, 
syara' akan tetap mampu memainkan terus 
pcranan adaptifnya mcmbina dan mengem-
bangkan kehidupan beragama masyarakat 
dalam kontcks pembangunanbangsamcnuju 
cita-cita pembangunan dan modcrnisasi 
yang cmansipalif. 

Tentu saja kemampuan syara' yang di-
harapkan itu sangat ditcntukan olch kadar 
kualitas dan integritas para aparatnya. 
Scmentara akhir-akhir ini masalah kualitas 
sebagian aparat syara' sering dipcrtanyakan 
masyarakat, timbul pula gcjala semakin 
langkanyaditemukanorang berpotensi yang 
bcrsedia menjadi aparat syara'. Rupanya 
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dilemma dan kendala fungsional yang di-
alami syara' dewasa ini diketahui secara 
meluas oleh masyarakat, sementara masya­
rakat (umat Islam) tetap mengharapkan 
keberadaan syara'. Hal ini perlu mendapat 
perhatian yang sungguh-sungguh dari semua 
pihak yang terkait atau merasa berke-
pentingan dengan eksistensi dan pengem-
bangan peranan syara'. 

Perhatian utama yang dibutuhkan syara' 
dewasa ini ialah dukungan kemauan politik 
dari pihak-pihak yang berwenang. Kasus 
pcrkembangan syara' di daerah-daerah 
Sulawesi Selatan dewasa ini mcnunjukkan 
bctapa dominannya dukungan scmacam itu. 
Di satu dacrah dimana pihak berwenang 
memberikan perhatian yang berarti terhadap 
pembinaan syara', terlihat pcrkembangan 
syara' di daerah bersangkutan cukup 
menggembirakan. Sebaliknya, di daerahlain 
di mana pihak berwenang "seolah-olah" acuh 
tak acuh terhadap pembinaan syara', terlihat 
di dacrah itu situasi pcrkembangan syara' 
yang laksana "cnggan hidup mati tak ingin". 

Wujud pembinaan yang diperlukan syara' 
terutama dalam hal-hal yang bcrkaitan 
langsung dengan kendala fungsional yang 
dihadapi syara' akhir-akhir ini. Jadi pembi­
naan ditujukan untuk memberikan kcjcla-
santentang status atau oricntasi status syara', 
jaminan sosial ekonomi dan peningkatan 
kualitas para aparatnya. 

Landasan untuk melakukan upaya pem­
binaan dimaksud sesungguhnya telah ada, 
baik yang bersifat yuridis formal maupun 
yang bersifat fenomena sosiologis. Sckedar 
contoh dapat disebutkan landasan-landasan 
yang bersifat yuridis formal antara lain, 
konstitusi kita sendiri. (UUD 1945), 

Maklumat Bersama Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1947, 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/ 
MDN-MAG/1969, Undang Undang Pokok 
Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979, 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 
1989 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 
2 Tahun 1990. Sedangkan landasan yang 
bersifat fenomena sosiologis dimaksudkan 
ialah kenyataan dalam kehidupan umat 
Islam pada umumnya di Sulawesi Selatan di 
mana syara' tetap difungsikan. 

Kesimpulan dan Saran 

Syara' dibentuk sebagai satu-satunya 
institusi sosial keagamaan khas umat Islam 
Sulawesi Selatan, pembentukannya meru-
pakan konsekwensi logis dari penerimaan 
islam sebagai satu-satunya agama resmi 
kerajaan-kerajaan di daerah ini. 

Pembentukan syara' tidak dimaksudkan 
scbagai satu institusi yang berdiri sendiri 
mclainkan kehadirannya melengkapi 
unsur-unsur pangngadcrcng yakni sejum-
lah pranata kehidupan masyarakat Sulawesi 
Selatan yang dijadikan pedoman masya­
rakat dalam bertingkah laku dan dalam 
mengatur kehidupan bersama. Dengan 
demikian, unsur-unsur pangngadereng yang 
semula hanya 4 (empat) menjadi 5 (lima) 
yakni: ade, bicara, rapang, wari', dan sara'. 

Melalui institusi syara' yang secara 
konvensional dipimpin oleh anggota 
kcluarga raja atau bangsawan atau tokoh 
adat sctempat, hukum Islam secara ber-
angsur diintegrasikan ke dalam sistem 
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pangngadereng hingga pada akhirnya Islam 
mewarnai pangngadereng secara 
keseluruhan. Kctika itulah syara' mulai 
diidentikkan masyarakat sebagai pangnga­
dereng itu sendiri. 

Dalam perjalanan sejarahnya yang cukup 
panjang (lebih tiga abad) dengan melintasi 
berbagai sistcm pcmerintahan yang mcnga-
turnya, syara' ternyata selalu mampu mem-
perlihatkan vitalitas dan eksistensinya. 
Kemampuannya itu sangat ditcntukan oleh 
sistem pendekatan yang mcnjadi kunci 
pelaksanaankegiatanoperasionalnyasclama 
ini yakni pendekatan adaptasi kultural. 

Secara fungsional, eksistensi syara' kini 
dan masa-masa akan datang tetap diper-
lukan, karena pola kehidupan sosial ke-
agamaan masyarakat daerah Sulawesi Sela­
tan pada umumnya cenderung mcmper-
tahankan tradisi yang semula telah dile-
takkan dasar dan landasannya olch syara'. 

Kcberadaan instansi Departemen 
Agama dengan bidang tugas dan jangkauan 
level organisasi yang terbatas, tidak 
memungkinkan instansi ini berperan selaku 
substitusi altcrnatif bagi syara'. Sebaliknya, 
kelancaran pelaksanaan tugas syara' di level 
terendah (dcsa/kclurahan ke bawah) akan 
sangatmendukung kesuksesan tugas instansi 

Departemen Agama dan instansi lain yang 
tcrkait. 

Namun kenyataan akhir-akhir ini me-
nunjukkan bahwa pcrhafian pihak penentu 
kebijaksanaan tcrhadap syara' relatif tidak 
sebanding dengan tuntutan tugas yang 
dibebankan. Syara' menghadapi kcndala 
fungsional yang tidak mampu diatasi/di-
tanggulangi sendiri, hal mana memper-
hadapkan para aparatnya kepada dilemma 
untuk memilih salah satu dari dua pilihan 
yang sulit yakni: tetap menjadi aparat syara' 
dalam kondisi yang "hidup enggan mati tak 
ingin", atau sekalian berhenti saja dengan 
mcninggalkan umat Islam yang tetap 
mcmbutuhkan syara' laksana "anak ay am 
kchilangan induk" karena sulitnya mc-
ncmukan figur pengganti. 

Olch karena itu, untuk memungkinkan 
syara' selaku institusi keagamaan mampu 
tetap eksistcn secara wajar serta mampu 
mengembangkan peranannya dalam rangka 
pembinaan kehidupan beragama masya­
rakat, perlu dibcrikan peluang dan kondisi 
yang mendukung, setidaknya syara' dibantu 
mengatasi dilemma dan kendala fungsional 
yang dialami dewasa ini, yakni kejelasan 
status, jaminan sosial ekonomi, dan pe-
ningkatan kualitas aparatnya. 
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PENDAHULUAN 

Masalah kehidupan beragama di dalam 
masyarakat kita merupakan masalah yang 
sangat peka, bahkan merupakan masalah 
yang paling peka diantara masalah sosial 
budaya lainnya. Sesuatu masalah sosial akan 
menjadi ruwct jika masalah terscbut me-
nyangkut masalah agama dan kehidupan 
beragama. 

Dalam kelompok yang dilandasi oleh 
suatu ajaran agama, keyakinan kcagamaan 
dari anggota-anggota kelompok menjadi 
kuat dan mantap. (Suparlan, 1988:vi) oleh 
karena itu agama yang diyakini olch 
seseorang anggota kelompok sesuatu 
agama menjadi atribut dari identitasnya 
yang mendalam dan mendasar, karena 
keyakinan agama terscbut mencakup ke-
hormatan dirinya yang tidak dapat dirobah 
dan diganti begitu saja. Kajian mengenai 
kerukunan hidup umat beragama sebenarny a 
adalah kerukunan sebagaimana icrwujud 
dalam ineraksi antara umat atau penganut 
agama yang berlainan yang memiliki 
identitas agama yang mendasar dan men­
dalam. 

Sehubungan dengan hal terscbut di atas 
yang menjadi pcrmasalahan dalam pcneli­
tian kerukunan hidup umat be ragama adalah 
pengorganisasian identitas dan penggunaan-
nya dalam intcraksi. Olch karena itu 

kerukunan hidup umat beragama adalah 
bagaimana umat beragama itu mcnyeleksi 
acuan-acuan dan mengatur identitas dan 
menggunakannya dalam intcraksi sesuai 
dengan konteksnya. 

Dengan demikian kerukunan hidup umat 
beragama akan dapat terwujud apabila 
simbol-simbol agama yang merupakan 
atribut dan identitas masing-masing pe­
nganut agama tidak diaktifkan dalam 
melakukan intcraksi sosial dalam masya­
rakat. Identitas dan atribut agama itu disim-
pan dan digunakan dalam intcraksi yang 
bcrhubungan dengan kegiatan masing-
masing penganut agama. Timbulnya batas 
sosial antara umat beragama adalah konsep 
antara pcrcaya dengan tidak pcrcaya dan 
antara bcrimana dengan tidak bcriman. Di 
lain pihak pcrbedaan agama terscbut diakui 
adanya, schinggaumat beragama bcrsepakat 
untuk scluju dalam pcrbedaan (agree in 
discrgrccmcnt). 

Olch karena itu penelitian kerukunan 
hidup umat beragama ini akan mclihat ber-
bagai intcraksi dalam masyarakat dengan 
mcmusalkan pcrhalian pada pola-pola 
hubungan intern dan antar umat beragama 
dalam struktur kegiatan ekonomi, formal, 
politik, letangga, upacara-upacara keaga-
maan, upacara-upacara sosial, tolong 
mcnolong, pcrtcmanan/pcrsahabatan dan 
perkawinan/kekcrabatan. 
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